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ABSTRAK 

M Ajiroh Saputra Kusuma. 201910115200. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku 

Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Kasus korupsi di indonesia hampir selalu hadir setiap tahun, hal ini tentu sangat 

menggambarkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia 

masih terbilang lengah, bahkan terdapat kasus korupsi dimana pelakunya 

melakukan ia korupsi lagi. Dari hal tersebut pada dasarnya memunculkan 

pertanyaan apakah penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi sudah 

maksimal, dengan melihat masih adanya pelaku yang mengulangi korupsi, atau 

dalam hukum pidana disebut dengan recidive. 

Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk dapat melihat penerapan hukum bagi 

pelaku pengulangan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31/1999 juncto UU No. 

20/2001, dengan melihat sanksi apa yang dapat diberikan kepada para pelakunya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang 

dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka. 

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa sanksi yang dapat diberikan 

kepada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi yaitu hukuman mati, dimana hal 

ini mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001 yang 

menjadi satu-satunya pasal mengatur hukuman bagi pelaku pengulangan tindak 

pidana. Akan tetapi hingga saat ini pasal tersebut belum pernah diterapkan kepada 

pelaku pengulangan tindak pidana korupsi. Padahal pengulangan tindak pidana 

merupakan asalan pemberatan yang dapat dijatuhi hukum kepada pelakunya seperti 

yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pengulangan 

tindak pidana korupsi dianggap sebagai pemberatan pidana. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengulangan Tindak Pidana.  
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ABSTRACT 

 

M Ajiroh Saputra Kusuma. 201910115200. The Application of Law Against 

Repetition of Corruption Crimes in View of Law Number 20 of 2001 Concerning 

the Eradication of Corruption Crimes 

Cases of corruption in Indonesia are almost always present every year, this 

certainly illustrates that law enforcement of corruption in Indonesia is still 

relatively long, there are even cases of corruption where the perpetrators commit 

corruption again. From this it basically raises the question whether law 

enforcement on corruption has been maximized, by looking at there are still 

perpetrators who repeat corruption, or in criminal law it is called recidive. 

The aim in writing this thesis is to be able to see the application of law to the 

perpetrators of corruption according to Law No.31/1999 juncto Law No.20/2001, 

by looking at what sanctions can be given to the perpetrators. The research method 

used is normative legal research conducted by reviewing library materials. 

The results of the research conducted found that sanctions that can be given to 

perpetrators of corruption are the death penalty, which refers to Article 2 

paragraph (2) of Law no. prescribe punishments for repeat offenders. However, 

until now this article has never been applied to perpetrators of corruption. Even 

though the repetition of criminal acts is a source of weighting that can be punished 

by law against the perpetrators as explained in the elucidation of Article 2 

paragraph (2) which states that criminal acts of corruption are considered as 

criminal burdens. 

Keywords: Corruption Crime, Repetition of Crime.  

Penerapan Hukum.., M. Ajiroh Saputra Kusuma, Fakultas Hukum, 2023



 

viii 
 

 KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta 

keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis 

panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan 
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telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
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Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :  
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saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah 
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